A.

BAB II

NEGARA DAN PEMERINTAHAN DALAM TISLAM

Negara Islam

1. Pengertian Negara Islam

Istilah ~"Negara Islam" berasal dari "dua

kata "Negara" dan "Islam". Secara etimologi is

tilah negara berasal dari kata asing "staat" (ba-

hasa Belanda), "State" (bahasa Inggris) dan kata
"Ettat" (bahasa Perancis).

Menurut Jellinek kata staat, state dan e'tat itu
sendiri diartiken dari kata "status" atau "statum"
dalam bahasa latin yang berarti "die verfaésing die
ordnung'" atau apa yang sekarang lazim disebut "kon-
stitusi" (F. Isjwara, 1978:90) |
Kata "Islam" berasal dari baﬁasa Arab, asalnya daw-
ri “aslémé“, kata dasarnya "salima"™ yang berarti se
Jahtera, tidak bercatat. Sedang kata "Islam" sendi
ri berarti patuh' (taat) dan berserah diri i.: “kepada
Allah, (Ssidi Gazalba, 1976:75)

Secara "terminologi" pengertian negara me-

nurut konsep hukum 1nternasional datam konperensi
Montevidio tahun 1933 di Amerika menyebutkan bahwa
"Negara'" adalah gmyek hukum internasional yang me
rupakan konstitutif dari negara harus memiliki kwa

lifikasi pokok yaitu penduduk yang tetap, wilayah
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tertentu, pemerintah dan kemampuan melakukan - hubu-

ngan dengan negara lain,

Dari pengertian negara tersebut jelas bahwa peme
rintah merupakan salah satu syarat adanya suatu negara
dengan kata lain pemerintah itu adanya di dalam suatu
negara, Dari uraian diatas dapat ditarik suatu pemgha-
man bahwa "“pemerintahan Islam ada di dalam suatu nega=

ra Islam",

Untuk lebih jelasnya tentang difinisi negara Is

lam (darul Islam), para pakar Islam memberikan difi-

nisi sebagai berikut :

1. Abdul Kadir Audah dalam kitabnya Tarikh Jasyri' Al
Jina'i memberi difinisi sebagai berikut j
"Darul Islam" adalah negara yang melaksanakan hukum
Islam atau penduduknya dapat melaksanakan hukum Is
lam di dalam negaranya, juga temasuk darul Islam ya
itu setiap negara yang penduduknya atau mayoritas
penduduknya adalah muslim, Dan Jjuga bisa dikatago-
rikan negara Islam yaitu setiap.negara yang mdipe—
rintah oleh oreng bukan muslim .éelamalpgndhduk;-mus
lim dalam negara tersebut dapat melaksanakan hukum
Islam, atau tidei ada sesuatu yang melarang orang mus
lim melaksanakan hukum Islam. (Abdul Kadir Audah,tt
:$276). E

2. Ar-Rafi'y memberikan difinisi negara Islam sebagai
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berikut :

a. Negara yang penduduknya terdiri--dari orang-orang
Islam

b. Negara yang dikalahkan orang-orang Islam sedang

penduduknya asli tetap disana,

5. Muhammad Abu Zaheah memberikan difinisi sebagai be
rikut g
"Darul Islam" adalah suatu negara yang memerintzsh
dengan kekuasaan kaum muslimin, kekuatan dan perbua-
tannya di tangan kaum muslimin.,’ Adalah kewajiban ka
um muslimin mempertahankannya, perang éalam memper-
tahankannya adalah fardlu kifayah, tetapi bila mu-
suh telah memasukinya perang waktu itu menjadi far-

dlu ain bagi setiap orang Islam. (Saparlan, 1993:6),

Kalau kita melihat difinisi-difinisi yang dibe

rikan para pakar Islam tersebut, maka secara garis be

sarnya dapat dirumuskan pengertian negara Islam se-

bagai berikut ;
1. Negara Islam dalam arti Yuridis yaitu suatu negara
yang memerintah dengan menggunakan hukum Islam, baik

negara tersebut mayoritas penduduknya muslim atau

pun non muslim,

-2, Negara Islam dalam arti Sosiologis yaitu negara
yang mayoritas penduduknya mustim baik negara terse

but di.perintah dengan menggunakan . hukum  Islam
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"Sesungguhnva Allah menyuruh kamu menyampaikamn
amanat kepada yang berhak menerimannya"(An-Nisa'
4:58),

Ibnu Jarir mengemukakan bahwa ayat ini ditujukan kepa-
da pemimpin umat agar mereka menunaikan hak-hak umat
Islam seperti pembagian jarah dan penyelasaiah perkara
rakyat yang diserahkan Kepada para pemimpin untuk dita-
ngani dengan adil. Ibnu Taimiah memandang term tersebut
memcakup dua konsep, kekugsaan (al-Wilayat) dan harta
benda sebagai amamah.(Mu'in Salim, 1994:198).

Negara sebagali amanah merupakan pengaplikasian
dari syari'ah Islam yang diamanatkan Allah kKepada manu-
sia sebagai khalifah dimuka bumi. Dan ini harus ~die
laksanakap .- dan dipélihara sesuai dengan Al-Qur'an

dan As-Sunnah dan dipertanggung jawabkan kelak dihada-

L

pan Allah dalam menjalankan kekuasaan negara sebagai

amanal,

L

Prinsip keadilan,

Dalam pandan;an Islam pendirian suatu negara ha-
rus bertujuan untuk melaksanakan keadilam dalam  arti
seluas~luasnya, tidak saja keadilan hukum melainkan juga
keadilan sosial dan ekonomi. Dengan : demikian negara
harus memberantas setiap fenomina dan bentuk eksploitasi
yang muncul ditengah masyarakat, menjamin persamaan
setiap orang dimuiza hukum, Demikian Jjuga persamaan kesem
tan (equality of @ortunity) yang menjadi semboyan kebeng

gaan Kapitalisme dan liberalisme tidak dibenarkan oleh
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"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu  menyampaikan

amanat kepada yang berhak menerimannya'(An-Nisa'
4:58).

Ibnu Jarir mengemukakan bahwa ayat ini ditujukan kepa-
da pemimpin umat agar mereka menunaikan hak-hak umat
Islam seperti pembagian jarah dan penyelasaiah perkara

rakyat yang diserahbkan kepada para pemimpin untuk dita-
ngani dengan adil. Ibnu Taimiah memandang term tersebut
memcakup dua konsep, kekugsaan (al-Wilayat) dan harta
benda sebagai amanah.(Mu'in Salim, 1994:198),

Negara sebagai amanah merupakan pengaplikasian

41~

dari syari'ah Islam yang diamanatkan Allah kepada manu-

sia sebagai khalifah dimuka bumi. Dan ini harus ~die
laksanakan .. dan dipelihara sesuai dengan Al-Qur'an

dan As-Sunnab dan dipertanggung jawabkan kelak dihada-
pan Allah dalam menjalankan kekuasaan negara sebagal
amanall,
Prinsip keadilan.

Dalam pandan;an Islam pendirian suatu negara ha=-
rus bertujuan untuk melaksanakan keadilanm dalam arti

seluas—luasnya, tidak saja keadilan hukum melainkan juga

keadilan sosial dan ekonomi. Dengan < demikian negara
harus memberantas setiap fenomina dan bentuk eksploitasi
yang muncul ditengah masyarakat, menjamin persamaan

setiap orang dimuiza hukum. Demikian juga persamaan kesem

tan (equality of gportunity) yang menjadi semboyan kebeng

gaan kapitalisme dan liberalisme tidak dibenarkan oleh
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Islam, karena hanya akan melahirkan ketidaksamaan dan
ketimpangan diantara kelas-kelas ditengah masyarakat.

Dalam Al-Qur'an Allah menegaskan prinsip keadilan :
: _ N A
cony s, e Il ,\j_&d ALX Gt _ad V0l g

"...Dan apabila kamu menetapkan hukum d diantara
manusia hendaklah kamu menetapkan hukum dengan
adill (An-Nisa', 4:58).

Dengan tidak menerima equality of oportunity tidak
berarti Islam lantas memperbolehkan prinsip equality of
result atau persamaan hasil bagi masing-masing orang di
suatu negara, ©Sudah barang tentu prinsip persamaan ha-
sil akan melahirkan ketidak adilan, karema mereka yang
cerdas dam yang bebal, yang rajin dan yang malas , yang
dinamis dan yang statis harus menikmati hasil yang sama
sehingga prinsip ini justru akan mengendorkan, bahkan

membunuh kreatifitas manusia (Amien Rais, 1990:28-29),

3. Prinsip Musvawarah,

Syura atau musyawarah merupakan fundamental yang
sangat penting dalam menjamin negara dan masyarakat sgar
tidak hanyut kearah kultus indifidu dan sistem pengua-
sa fiauniyah (penpuasa tunggal). Musyawarah yang dija
lankan seperti yans diajarkan Islam akan menjadi pagar
yang kuat bagi kemungkinan penyelewengan negara kearah
otoriterisme, despotisme, diktatorisme dan berbhagai sis

tem lain yang membunuh hak-hak politik rakyat. Partisi-

pasi atau keikut sertaan rakyat dihargai sepenuhnya da-
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lam pengelolaan negara'yaﬁg sesungguhnya, yang seolah-

olah mendapat mandat dari Tuhan. Sementara para pemim-

pin hanyalah merupakan pelayan-pelayan rakyat. (. Amien

Rais, 1990:3%2-33). Perintah musyawarah tersebut dalam
Al-Qur'an : ’ '
T2 SR N P \/ﬁﬁﬂ‘_ﬂzJéiggLuﬁa

"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan
itu".” (Al-Imran, 3:159).

Menurut Ibnu Taimiyah, musyawarah merupakan sa
lah satu tugad yang esensial bagi seorang imam, Kkarena
tanpa musyawarah kerjasama di dalam masyarakat - "tidak
mungkin tercipta. Kata Umar bin Khattab, barangsiapa
yang menyeru kepada kepemimpinan diringa gendiri atau
untuk orang lain tanpa bermusyawarah dengan kaum musli
min, maka tidak halal bagi kamu sekalian melainkan mem-
bindinya, dan menurutnya tidak ada Khalifah kecuali berda

sarkan musyawarah (Sjeuchul Hadi, 1995:43).

Prinsip persaudaraan.

Persaudaraan (ukhuwwai, “brotherhood“), Isiam
tidak membeda-bedakan umat manusia atas Jjenis kelamin
asal-usul etnis, warna kulit, latar belakang histiris ,
sasial ekomomi dan lain sebagainya. Demikian juga nega-
ra yarg dibangun atas dasar ajaran Islam harus pula dile
takkan di atas dasar persaudaraan diantéra seasama manu
sia. DBagl suatu negara yang berdasrkan ajaran Islam

bukan saja persaudaraan dipntara sesama muslim , akan
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tetapl juge persaudaraan diantara sesama manusia ( Amien
Rais, 1990:34), Firman Allah ;

Goe o 0 1 PO &bﬁ,—g&,ﬁbﬁk GG
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mHai manusia sesungguhnya Kamimenciptakan Kkamu

dari FQOTQQE laki-laki dan, serrang perempuan dan
menjadikan Ramu berbangsa-bangsa dab bersuku-su

supaya kamu saling kenal mengenal"™. ( Al-Huju -
raat, 49:13)

C. Bentuk Negara Islam

- Menurut Meududi, semua Rasul umumnya dan Muiham-
pad khususnya adzlah wakil-wakil dalam kedaulatam poli
tis dan hukum Allah. Sebagai akibat dari ini, Rasulullah
berhalk memperoleh kepatuhan dari orang . ~ yang menerima
Allah sebagal penguasanya. Karena itu merupakan kewajil
ban bagi setiap pribadi, masyarakat dan Bangsa, disam=-
ping percaya pada kedaulatan ilahiah, untuk mengikutl
Pola vang dibentuk oleh para Rasul dan tunduk pafa‘k@pu
tusan-keputusaen mereka tanpa rasa keberatan (Salim Azzam
1990:94). Menurutnya pula pemerintahan yang demikian di
sebut pemerintahan teo-demokrasi, sebab disamping syari
'at yang diwahyukan Tuhan sebagail pemggang " .Kgkuasaan
tunggal mengenai berbagai ketentuan hukum, juga ke .uasa
an Tuhan berada ditangan umat untuk melaksanakan syari-
'at, Karenanya ia membatasi kedaulatan rakyat. Namun
umat memperoleh kedudukan utama untuk memusyawarahkan

segala sesuatunya (Suyuthi, 1994:100). Dengan demikian
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pemerintahan teo-demokrasi adalah bentuk pemerintahan
yang sesuai dengan Islam, sebab dalam pemerintahan teok
krasi dimana berdiri seorang wakil Tuhan di muka = bumi
kekuasaannya perlu dibatasi oleh kedaulatan rakyat (de-
mokrasi) agar kekuasaannya tidak mengarah pada kekuasa
an firfauniyah., Dengan demikian pemerintahan Islam
berada diantara teckrasi dan demokrasi, dalam istilah

Maududi "Teo-demokrasi'., Sebagaimana - idi-isyaratkan

oleh Allah dalam Al-Qur'an

we
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"Dan be Wﬂi':j”“'r‘FdJI ah dengan mereka dalam berba-
gai urusan, kemudian apabila kamu telah membuilat
kan Lfﬂad, maka hertaqwﬁlah kamu kepada Allah',

D.' Kepala Negara (Khalifah).

. Pengertian dan syarat Khalifah
Kata Khilafat berasal dari kata Khalafa vang
berarti ‘'seseorang yang menggantikan orang lain seba-
gail penggantinya". Seorang yang menggantikan kekhilafa
han dalam sejarah Islam disebut "Khalifah",(Suyuthi, 1994
:48).

Khilafah menurut Ibnu Khaldun, adalah tanggung
Jawab yang dikehendaki oleh peraturan s?ari'at un tuk

mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat = -Bmagi umat

dengan merujuk kepadanya. Karena kemaslahatan akhirat
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adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia  seluruhnya
harus berpedoman pada syari'at dalam memelihara urusan aga
ma dan mengatur politik keduniaan" (Suyuthi, 1994:db) |

Sedang Al-Maududi mengartikan khalifah adalah pemimpin tGer
tinggi dalam urusan agema dan dunia sebagail penggantil
Rasul (Suyuthi, 1994:49). Senada.dengan itu Al—Mawar@i Jju
ga mengatakan bahwa "sesungguhnya Allah menjadikan bagi
umat seorang pemimpin untuk menggantikan fungsi Nabi"( Suyu

thi, 1994:230). Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an :

v g, o3 5 Gt o

n,..Dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai Khali
fah di bumi...". (An-Naml, 27:62),

Dalam ayat yang lain Allah SWI, berfirman :
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"Dan Allah telah berjangi kepada orang-orang yang
beriman diantara kamu dan mengerjakan amal-amal
yvang shaleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadil

kan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah

menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa",
(An-Nuur, 24:55).

Dalam masalah pengangkatan kepada negara (Imdmah)
Ibnu Taimiyah~ menekankan - empat formulasi. pemimpin‘ - yang

disyaratkan - ¢ .. ~—

1) Memakai tenaga yang -Lebih patut (Ashlah) atau cekap
2) Memilih yang-lébih: utamac-(Afdhal).. -. @ .. _ .

3). Amanah dan kekuatan yvang ada pada Qiri:sgséorang.
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4) Mengenal yang lebih maslahat dan cara Kesempurnaannya.

(Ibnu Taimiyah, 1977:14).

Bahkan Ibnu Taimiah yang mendambakan negara yang berke-
adilan, sehingga menurut dia “kepala negara yang adil
walaupun tidak beragama  Isbam lebih baik dari pada kepala
negara yang tidak adil meskipun beragama Islam', (thawir,
1990:110).

Sedangkan menurut Ibnu Khaldun untuk menduduki
jabatan kepala nepara, ‘seorang calon khalifah atau imam

harus dipilih oleh "Ahl al-Halli Wa al-Aqdi", disamping

Syarat-syarat yang lain yaitu : berpengetahuan luas, adil,

Mampu, sehat badan serta utuh semua panca indranya dan
dari keturunath Quraisy (Munawir, 1999:102). Sejalan dergan

pemikiran Ibnu Khaldun tentang pengangkatan khalifah harus
dari suku suku Quraisy yaitu : Al lMawardi, Al Gazali dan
Ibnu Abi Rabi' pada zaman dinasti Abbasiyah yang berada
pada puncak kejayaan, sehingga tidak terpikir kekuasaan
akan pindah pada kelompok lain yang bukan Keturunan bani
Abbas (Munawir, 1990:126). Menurut DR. Taha Husain, bahwa
pengutamaan kaum (uraisy pada waktu itu untuk menjadi khali
fah, bukanlah karena darahnya dan bukan pula karena berke-
rabat dengan Rasulullah, tetapl semata-mata karena kedudu

kan politik dan agama mereka. mengingat kebanyakan orang-

orang Islam pertama adalah kaum Quraisy (A. Hasjmy,1984:171)

Sedangkan Abdul Kadir Audah seorang vyang sangat

fundamental menekankan syarat khalifah kepada 8 syarat :
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1) Islam, Untuk menjadi khalifah haruslah seorang muslim
5 " ;
mengingat tugas pokok seorang khalifah yaitu menegakkan
Islam dan mengarahkan politik negara dalam batas-batas

Islam, Sebagaiman Firman Allah

¢_n%igj)ut9(JbﬁﬁfL(%93Q)a;[hégkg%,ejaﬁﬁcgaAﬁjrgli$Jj
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"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orarg
kafir menjadi wali (pemimpin) dengan . men"nogalkan
orang-orang mukan Barangslapa berbuat demikian

niscaya lepaslah ia dari Rahmat 4s11ah, Kecuali kare
na (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang dita
kuti dari mereka, (Al-Imran, 3:28).

8 B |

2) Laki-laki, karena wanita menurut tablatnya tidak cakap
untuk memimpin negara,

3) Mukallaf, artinya telah dewasa lagi berakal.

“) Memiliki ilmu pen=zetahuan,

5) Keadilan.

6) Kemambuan dan kecakapan.

7) Kesejahteraan indra dan anggota dari kekurangan dan:
kecacatan.

8) Turunan Quraisy. (A. Hasjmy, 1984:165-168).

2. Fungsi Khilafah,
Pada garis besarnya kewajiban pokok bagi  seorang
khalifah ada dua macam sebagaimana yang  digariskan Abdul

Kadir Audah : (A, Hasjmy, 1984:106)

1) HMenegakkan Islam

2) Mengurus urusan negara dalam batas-batas ajaran Islam.



tentang tugas pokok khalifah kedalam sepuluh macam 2

1)

2)

3)

4L)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
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Selanjutnya Al Mawardi menyebutkan secara  rinci

Menjaga agama sesuai dengan ajaran dasar yang pasti dan

ajaran-ajaran yang telah ijma' salaf umat.

Men;jalankan hukum antara mereka yang berselisih dan meng
hentikan permusuhan antara mereka _sehingga keadilan
merata,

Menjaga keamanan umum, agar manusia bebas berusaha men-
cari penghidupan dan dapat melakukan perjalanan dengan
aman, tidak tersncom jiwa dan hartanya.

Menegakkan hukum-hultum Allah dan hak-hak manusia agar

-

terpelihara dari pemerasan dan permusuhan,

memperkuat pertahanan negara dengan perlengkapan dan
kekuatan, sehingga kedaulatan negara serta orang-ora

Islam dan Zimmi aman dari pembunuhan.

Berjihat melawan musuh-musuh Islam, sampal merecka masuk
Islam atau menjadi ahli Zimmah,

Mengumpulkan harta fai, pajak dan sedekah yang telah
ditetapkan oleh syara' dengan nash atau ijtihad,
tanpa ada ketakutan dan kesukaran.

Memakai kas negara (baitul Mal) dengan ‘tidak boros
dan tidak pula fakir.

Mengangkat orang-onrang yangldipercaya dan Jjujur  untuk
memangku Jjabatan, |

Supaya langsung memeriksa . sendiri urusan-urusan peme-

rintahan, sehingga dengan demikian dapat dengan tepat



Selanjutnya Al Mawardi menyet
tentang tugas pokok khalifah kedalam
1) Menjaga agama sesuai dengan ajaran
ajaran-ajaran yang telah ijma' sals
2) Menjalankan hukum antara mereka yar
hentikan permusuhan antara mereka - .
merata,
3) Menjaga keamanan umum, agar manusia_bebas berusaha men-
cari penghidupan dan dapat melakukan perjalanan dengan

aman, tidak tersrcan Jiwa dan hartanya,

L) Menegallkan Aukum-hulum Allah  dan hak -hak manusia agar:
terpelihara dari pemerasan dan permusuhan,

5) memperkuat pertahanan negara denpgan perlengkapan dan
kekuatan, sehingga Kedaulatan Nnegara serta orang-orarg
Isiam dan Zimmi aman dari pembunuhang

6) Berjihat melawan musuh-musuh Islam, sampai mereka masuk
Islam atau menjadi ahli Zimmah,

7) Mengumpulkan harta fai, pajak dan sedekah  yang telah
ditetapkan olch syara' dengan nash atau ijtihad,
tanpa ada ketakutan dan kesukaran,

8) Memakai kas negara (baitul Mal) dengan tidak boros
dan tidak pula fakir,

9) Mengangkat orang-orang yang‘dipercaya dan jujur untuk
Mmemangku jabatan,

10) Supaya langsung memeriksa - sendiri-urusén-urusan peme~

rintahan, sehingga dengan demikian dapat dengan tepat
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mengurus umat dan memelihara agama (A. Hasjmy, 1984z 20%)

-‘:Sedangkan sayyid Muhammad Rsyid Ridha, hanya menye
but empat saja tugas dan kewapiban khalifah itu :
1).Meng@mban¢kan dakwah kebenaran,

2) Menegakkan timbangan keadilan.
3) Melindungi negara dari pengacauan musuh dan bid'ah,
4) Bermusyawarah dalam urusan-urusan yang tidak ada nash.

(A, Hasjmy, 1984:206),

E. Tujuan Pemerintahan Islam

Tujuan dari pemerintahan yang diridhai oleh Isl=m
adalah tujuan yang sangat luas, tujuan vang “omméemdliki
banyak sasaran (Yusuf Musa, 1991:174)., Diantara tujuan

dasar penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan ajaran

Al-Qur'an dan Sunnah Rasul (Maududi, 1993:31) vyaitu :

1) Menghindari eksploitasi antar manusia atau antar ke-
lompok dalam masyarakat.

2) Untuk memelihara kebebasan, baik ekonomi, politik i
pendidikan dan agama bagi warga negara, dan melindu-
ngi seluruh warga negara dari invasi asing.

3) Untuk menegaklinn sistem keadilan sésial yang seim-

bang sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an.

4) Untuk mencegah setiap kéjahatan (mungkarot) dan
mendorong setiap kebajikan yang telah ditetapkan
Al-Qur'an.

5) Menjadikan negara itu sebagal tempat tinggal  vyang
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teduh dan mengayomi bagi setiap warga negara dengan mem
perlakukan hukum tanpa diskriminasi.

Apabila dikaji lebih mendalam maka secara garis be-

sar tujuan dlselenggarakannya pemerintshan .dalam ~ Islam

(Yubuf Musa, 1991:175) adalah

1) Mengajak manusia kepada Islam dengan kasih sayang,melin
dungi seseorang dari tindakan anti agama serta membela

syrai'at Isla.m terhadap seseorang yang ingin melanggar

hukunnya,

2) Mengupayakan segalz cara untuk menjaga persatuan umat
dan saling tolong menolong sesama mereka, memperbanyak
sarana Kehidupan yang baik bagi setiap warga umat sehing
ga seluruh umat dapat menjadi laksana bangunan yang ko-
koh, |

3) Melindungi tanah air dari setiap agresi dan: seluruh
warga negara dari kezaliman, kedurhakaan dan tirani,mem
perlakukan mereka seluruhnya sama dalam memikul kewaji-
ban dan memperoleh hak, tanpa adanya perbedaan antara
amir dan rekyat, kuat dan lemah, kawan dan lawan.

Demikianlah, secara ringkas tujuan pemerintahan di-
dalam Islam. Dengan merealisasikan tujuan ini, agama akan
tetap tegak dengan kedudukannya vang tinggi, sedang umat
tetap hidup dalam persatuan, saling cinta dan saling meno-
long dalam kebaikan diwaktu lapang maupun sempit, setiap

orang memperoleh rasa aman, baik pada diri, harta, kehorma

tany. dan hak-hak lainnya sekalipun non muslim.
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B. Model . Pemerintahan Negara.Islam.

1. Negara Islam pertama -(Negara‘Madinahl‘ )

Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah dilahir
kan di Makkah, suatu kota perdagangan di bagian ba
rat Arabia pada tahun 570 My Pada tahun 610 M Nabi
mulai menerima wahyu Al-Qur'an, mulai saat itulah
Nabi Muhammad mulai menyebarkan misi kKeagamaannya
dan melakukan reformasi sosial. Sebagai orang Mak-
kah dari suku Qurais, Nabi menjalankan . missinya
dan berjuang untuk meraih sejumnlah pengikut selama
13 tahun. Karena menghadapi tantangan yang begitu
keras akhirnya Nabi mencari: Lingkungan yang: dapat
mpnurimaﬁ‘missinya,;Pada_tahun 622 M, Nabi dan para
pengikutnya hijrah ke Madinah, suatu pertanian di
bagian barat Arabia. Kaum muhajirin Makkah diteri
ma oleh golongan anshor Madinah dengan penuh rasa

persaudaraan,

Terbentuknya negara Madinah Sebagali unegara
Islam pertama adalah akibat perkembangan  penganut

Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan me-
miliki kekuatan poltik yang riel pada periode Makkah:

Pada periode ini Junlahnya -relatif kecil, belum men
Jadi  suatu komunitas yang mempunyai daerah kekua
saan dan kedaulatan, Tetapi setelah hijrah ke Ma-
dinah, posisi Nabi dan ummatnya mengalami perubahan

besar, Di kota ini mereka (umat Islam) mempunyai
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kedudukan yang baik dan dapat berdiri sendiri. Nabi sen
diri menjadi kepala dalam-masyarakat Madinah.yang baru
di bentuk, yang akhirnya merupakan suatu negara yang da
erah kekuasaanya sampai akhir Zaman Nabi meliputi selu-

ruh semenanjung Arabia.

Tentang berdirinya negara Madinah itu sendiri
didirikan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan perjanji
an "Al-'Agabah " I dan II serta "Konstitusi Madinah":. . :
Perjabjian _'Agabadh adalah perjanjian_ antara: Nabi’  Mim
hammad_dengah'delcgasiﬁpenduduk' Madinah .yang telah: Mo
milih Nabi baik sebagai pemimpin politik maupun seba-
gail pemimpin keagamaan., (Tohir Azhary, 1992:12)

Perjanjian 'Agabah pertama tahun 622 yang isie
nya mereka berikrar bahwa "mereka tidak akan menyembaly
selain Allah, akan meninggalkan segala perbuatan jahat
dan akan mentaati Rasulullah dalam segala Bal yang be-
nar. Sedangkan perjanjian 'Agabah ke dua terjadi pada
tahun 623 M yang isinya ‘"mereka berjanji akan melindus
ngi Nabi sebagaimana melindungi keluarga mereka dan
akan mentaati Nabi selaku pemimpin mereka". Nabi juga da
lam kesempatan itu berjanji akan berjuang bersama mereka

baik untuk berperang atau untuk perdamaian, (Suyuthi, -
1994:79). Adapun konstitusi Madinah adalah undang-un-

dang dasar nmegara  Madinah yang mengatur kewajiban-kewa
dan hak-hak warga negaranya. Para pakar menamakan kon-

stibisi itu:sebagai konstitusi tertulis pertama di dinia.
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Adapun unsur-unsur yang merupakan sendi dasar berdi-
nya negara Madinah adalah. sesUai menurut undang: - undang
modern bahwa berdirinya suatu negara harus mempunyai lima
unsur vaitu g

1) Adanya sejumlah manusia ‘(penduduk)

2) Tunduk pada undang-undang tertentu.

3) Menempati wilayah tertentu. |

4) Punya kekuasaan (pemerintahan)

5) Punya lambang negara.

Semua unsur tersebut telah terpenuhi pada Negara Is-

lam pertama yang didirikan oleh Rasulullah . di‘ Madinah .
Aﬁapﬁn penduduknya saat itu terdiri dari umat Islam pertaw-
ma, yaltu kaum Mubhajirin dan kaum Anshor. Sedangkan Un-
dang—undnnp atau peraturan yang dipatuhi adalah <yari‘at”ﬂ
Islam berikut hukum dan kaidah-kaidahnya. Dan wilaydh ﬁmg
mereka diami adalah Madinah. Sedangkan kekuasaan saat itu
dijalankan oleh Rasulullah AW selaku kepala negara, Ada=
pun lambang negara sudah juga dlpunyal sehingga semua ke=-
putusan dan perjanjian yang diadakan atahpgn dipﬂfuskan Ra
sulullah_ sebagai kepala negara harﬁsJGipatﬁhi seluruh.pen
duduknya. Dengan kata lain semua keputusan dan perjanjian
" tersebut tidak hanya berlaku untuk pribadi Rasulullah SAW.
(Hamidullah 1987:132-133).

: Setelah Nabi tinggal di l'hdinah dan membangun sebu-
-ah Masjid beliau mengadakan konsolidasi dan ikatan persau

antara kaum Muhajirin dan Anshor melalui perjanjian Agabah
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I dan ﬂiiﬁl"!ﬁ'ﬁhl % alm?mnﬂabi menata kehidupan soaial
polifi& kﬁﬁuﬁités—koﬁﬁnitas di Madinah, yang meliputi
komunitas Arab muslim Makkah, komunitas Arab Madinah da
ri suku Aus dan Khazraj, komunitas Yahudi dan kpmunitas

Arab yang paganis. Untuk itu dalam melaksanakan pemne-

rintahan Nabi menempuh dua cara :

Pertama, Menata interen kehidupan kaum muslimin, yaitu
mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan ko
um Anshar, persaudaraan ini di ikat atas dasar
ikatan agama (iman).

Kedua; Nabi memeprsatukan antara kaum muslimin dan ka
um yahudi bersama sekutu-sekutunya melalui per
panjian tertulis yang terkemal dengan " Pia-
gam Madinah ", Suatu perjanjian yang menetapkan
persamaan hak dan-kewajiban semua kemunitas da
lam kehidupan sosial dan politik. (Suyuthi, 1994

: 80-81)

Pada dasarnya, isi perjanjian "piagama Madinah"

itu mengandung beberapa primsip yvaitu :

1. Prinsip orang-orang muslim dan mukmin adalah umat

yang satu dan antara mereka dan non muslim adalah Jju

ga umat yang satu (semua manusia satu umat).
2, Prinsip persatuan dan persaudaraan,

F 4

2« Prinsip persamaan

L, Prinsip kebebasan,

5. Prinsip tolong-nenolong dan membela yang teranigya.
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11.
12.
12,
14,
15,
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Prinsip hidup bertetangga.

Prinsip keadilan.,

Prinsip

Musyawarah.

Prinsip pelaksanaan hukum dan sangsi hukum,

Prinsip kebebasan beragama dan hubungan antar peme

luk agama (hubungan antar bangsa/Bubungan internasio

nal).

Prinsip

Prinsip
Prinsip

Prinsip

pertahanan dan perdamaian.

amar makruf nahi mungkar,
kepemimpinan,

tanggung Jjawab pribadi dan kelompok

ketakwaan dan ketaatan (disiplin)

Prinsip-prinsip tersebut sangat modern untuk masa ituy

bahkan

untuk dewasa inipun tetap relefan karena nilai

nilainya yang universal. Sebab prinsip-prinsip tersebut

menjadi tuntutan berbagai bangsa di dunia agar tegak da

lam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu tata

nan masyarakat yang, demokratis, adil dan dzmai. karena

pada hakekatnya implementasi prinsip-prinsip tersebut me

rupakan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia,

(Suyuthi, 1994:85-36) %

Sedangkan mengapa naskah perjanjian tersebut bisa

teriWujud, menurut "Philip K. Hitti ; merupakan bukti ke

mampuan

Muhammad melakukan negosiasi dan konsolidasidde

ngan berbagai kabilah dan kelompok sosial Madinah, se-

hingga belian mereka terima sebagai pemimpin. penilai-
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an ini didasrkan pada keberhasilan beliau dalaWLmempersqtu
kan kaum muslimin dan kaum yahudi menjadi satu umat = dan
.menetapkan_pefsaméan hak dan kewajiban mereka'dalam masa-
lah-masalah umum, sosial dag politik. Rbhammad Marmaduke
seérﬁng sarjanalﬁmerika juga menilai bahwa kelahiran dan
fungsi naskah perjanjian itu, menjadi buktl bahwa Nabi me=
nampilkan diri sebagai sébagéi sos ok pemimpin"untﬁk ﬁene--
-tapgan dan mengatur kepentingan uﬁum sebagai undéng-undang
negara (The constitution of the state). "Dan lahirnya pia-
gam tersebut sebagai pernyataan tentang terbentuknya nega
ra Madinah (Suyuthi, 1994:86-87 ).

Watt seorang orvientalis menyatakan bahwa masygrakgt
yang dibentuk oleh Nabi di Medinah bukan hanya masyarakat
agamd, tetapl juga masyarakat politik seﬁggai pengejawaé
tahan dari persekutuah' bangsa-bangsarﬁf;b. Instansi pegg
sekutuan itu adalah rakyat Madinah dan Nabi Mhhammad sebl-
gai pemlmplnnya, sebab belilau disamping seorang Rasul ju-;.
ga sebagal kepala negara (Suyuthi 199& 100). Demlkianlah“
sejarah terbentuknya pemerintahan di awal kenabian, seka

. ;igggs ;pembaWa risalah bagi umat manusia.
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2. Negara Madinah llasa Khulafa al-Rasyidin (632-661 M).

a) Khalifah Abu Bakar (11-13 H).

Setelah wafatnya Nabi kaum muslimin <&i Madinah
membentuk kelompok-kelompok politik, masing - masing
kelompok itu mempunyai pemimpin tersendiri. Anshar di
pimpin oleh Saat hin Ubadah, Muhajirin mendukung Abu
Bakar dan Umar, sedangkan banu Hasyim memberikan duku-
ngan kuat kepada Ali (Mumtaz Ahmad, 1993:63).

Kemudian kelompok politik ini membaiat Abu Bakar sebagal
khalifah pertama. Baiat yang berlangsung di balai perte
muan itu disebut "Baiat Tsagifat atau Baiat Khashshat",
yaitu baiat terbatas yang dilakukan oleh orang - orang

khusus, golongan elit sahabat. Sedangkan baiat kKedua

’
S

yvang lebih luas berlangsung esok harinya dimasjid Nabi

yang disebut "Baiat Ammat" yaitu baiat yang dilakukan

oleh rakyat, penduduk Madinah (Suyuthi, 1994#106).
Pemilihan Abu Bakar tersebut tidak . didasarkan
pada sistem keturunan, Keseniorannya atau kKerena pengas
ruhnya. Tetapi memang beliau memiliki kapasitas pemaha
man agama yang tinggi, berakhlak mulia, dermawan dan
paling dahulu masuk Islam. Demikian pula politiknya di
Balzirung BPBani Sa'idah merupakan peristiwa - penting

dalam sejarah umat Islam., Suatu peristiwa yang tetap

mengikat merska dalam satu kepemimpinan pemerintahan,

—

sebagai penerus pemerintahan Rasul, dan  terpilihlah

Abu Bakar menjadi khalifah pertama yang menJjadi dasar
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1

terbentuknya sistem khilafah dalam Islam (Suyuthi, 19942107)

Sehingga seorang orientalis, Mc Donald berkata 3

"Pertemuan di Balairung itu mengingatkan kita akavn
adanya suatn onpres politik yang dipenuhi oleh dis
kusi selaras dengan sistem modern, dan  akhirnya
kita mengetahui bagaimana Abu Bakar terpilih seba-
gai penguasa umat Islam", (Yusuf Musa, 1990:120).

Pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah pertama mem
pakan awal terbentuknya model khilafah dalam sejarah _umat
Islam, Ta disebut sebagai lembaga pengganti kenabian dalam
memelihara urusan agama dan mengatur urusan dunia dal.am
- meneruskan pemerintahan negara Madinah yang terbentuk di-

masa kenabian.

b) Khalifah Umar bin Khattab (13-23 H).
Pengangkatan Umar bin Khattab berbeda dengan penda-
hulunya Abu Bakar. Umar mendapatkan kepercayaan sebagai
kKhalifah kedua tidak melalui pemilihan dalam suatu forum
musyawarah yang terbuka, +tetapi melalui penunjukan alas
Wasiat pendahulunya. DBagi Abu Bakar orang vang paling te=-
pat meuggantikannya tidakK lain adalat Umar bin Khattab .
Kemudian Abu bakar mengadakan musyawarah tertutup dengan
beberapa shahabat senior, diantaranya Abd Rahman bin Auf
dan Usman bin Affan dari kelompok Muhajirin serta Asid bin
Khudgir dari kelompok &nshor. Rapat tertutup ini menghasil
kan kesepakatan pengangkatan Umar bin Khaftab atas penunju

kan Abu Bakar (Munawir, 1990:24),

Dalam kedaan sakit yang dideritanya Abu Bakar mewa
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siatkan pengangkatan khalifah bagi Umar bin Khattab, denga
mengumpulkan kaum muslimin untuk memberikan keputusannya.
Kemudian berkata Abu Bokar kepada mereka, "Apakah  kalian
setuju orang yang aku tunjuk untuk mengan tikan kedudukanku
sepeninggalku ? sesungguhnya aku telah bersungguh-sungguh
berdaya upaya memikirkan hal ini dan aku tidak mengangkat
seseorang dari sanak keluargaku, tetapi aku telah menun-
Jjuk Umar bin Khattab sebagai penggantiku, maka dengarlah
dan taatlah kepadaku'", orang banyakpun berkata : " Sami'na

Wa atho'na". (Maududi, 1993:112).

pilihan Abu Bakar, maka Abu bakar memanggil Usman bin Affan
untuk menuliskan pengangkatan Umar. Isi pengangkatah itu
sebagai Betrikut : "Dengan nama Allah yang Maha pengasih dan
Maha penyayang. Ini acalah perjanjian yang dibuat Abu Balar
bin Abi Quhafah kepada kaum muslimin ... Sesungguhnya aku
menunjuk Umar bin Khattab menjadi pemimpin kamu, aku tidak
menyta-nyiakan kebaikannya atas kamu". Kemudian Abu Bakar
memanggil Uﬁgr dan membekalinya dengan nasehat, lalu mengag
kat tangan Uaar seraya berdo'a untuk keselamatannya dan
kejayaan Islam serta pemeluknya. Sesuai dengan isi perjan
jian tertulis tersebut, maka Umar bin Khattab di kukuhkan

oleh kaum muslimin sebagai khalifah kedua dalam suatu baiat

umum yang berlangsung di Masjid Nabawi (Suyuthi, 1994:117).

C. Khalifah Utsman bin Affan (25-35 H).

Pengangkatan thalifah Utsman bin Affan melalui pro-
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ses yang lain lagi. Utsman diangkat melalui team formatur
yang di tunjuk oleh Umar setelah beliau wafat tahun 23 H.
Dia menyebut enam sahabat senior Yang harus dipilih salah
seorang diantara mereka untuk menjadi khalifah, Diantara-
nya Ali bin Abi Thalib, Utsmam bin Affan, Saad -Ibin Abi
Wagas, Abd Rahmanu bin Auf, Zubair bin Awwam dan Thalhah bin
Ubaidillah, Menurut Umar dasar pertimbangan mengapa memi-
lih enam orang tersebut semuanya dari kelompok Muhajirin
atau Quraisy, karena mereka berenam itu dahulu- .dinyatakan
oleh Nabi sebagal calon-calon pebghuni sorga, dan bulkan
karena mereka masing-masing mewakili ikelompok atau suku
tertentu (Munawir, 1990:25).

Setelah Umar wafat, lima dari enam orang  tersebut
segera bertemu untuk merundingkan:pengisian Jabatan khalifiah
Pada-wahﬁu itu kebetulam Thalhah bin Ubaidillah tidak ada
di Madinah. Team formatur pimpinan Abd Rahman mencoba mem
perlancar jalannya pemilihan jabatan khilafah dengan imbau
an agar sebaiknya diantara mereka dengan suka rela mengun-
durkan diri, Tetapli imbauan itu tak berhasil, tidak ada
satupun yang mengundurkan diri. Kemudian Abd Rahman sendi
ri menyatakan mengundurkan diri, tapi tak satupun dari ke-
empatnya mengikutinya., Akhirnya team formatur pimpinan
Abd Rahman bermusyawarah dengan tokoh-tokoh lain selain ke
empat tokoh tersebut, dan ternyata berkembang polarisasi

di kalangan masyarakat Islam, mereka tersusun menjadi dua

kubu, pendukung Ali dan pendukung Utsman (Munawir,1%99: 26)

Dalam pertemuan berikutnya dengan empat rekannya



41

Abd Rahman menyatakan kepada Ali bin Abi Thalib, bahwa sea
dainya bukan dia (Ali), siapa menurut pendapat anda yang
pantas menjdi Khalifadh. Ali menjawab Utsman., Pertanyaan
yang sama ditujukan kepada zubair dan sa'at dan Jjawab mere
ka berdua sama : Utsman. Terakhir pertanyaan yang sama di
ajukan kepada utsman, dan Utsman menjawab Ali. Dengan demi
kian Jjelaslah hanya dua calon terpilih ° .untuk pengisian
Jjabatan khilafah. Kemudian Abd Rahman memanggil ALi dan
menyatakan kepadabya, seandainya dia dipilih menjadi Khalil
fah, sanggupkah dia menjalankan tugas berdasarkan Al-Qur'an
dan Sunnah Rasul dan kebijaksanaan dua khalifah sebelumnya.
Ali menjawab bahwa dia akan * berbuat sejauh pengetahuan dan
kemampuannya. Abd Rahman berganti mengundang Utsma dan

mengajukan pertanyaan yang sama_ ke?adanya : dengen
tegas Utsman menjawab, "Ya saya sanggup". Berdasarkan jJjawa
ban tersebut, Abd Rahman menyatakan Utsmanlah sebagai kha-
lifah ketiga dan segeralah dilaksanakan baiat ( Munawir ,

19902 26--26 ).

d) Khalifabh Ali bin Abi Thalib (35-40 H).

Ali di baiat menjadi khalifah ditenagah  kekacauan
dan kerusuhan akibat kematian khalifdah Utsman. Setelah para
pemberontak membunuh Utsman bin Affan, mereka mendesak Ali
agar bersedia diangkat menjadi khalifah, Waktu itu Madinah
boleh dikatakan kosong, hanya tinggal beberapa sahabat seri
or yang ada, yaitu Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin

Awwam, Tidak semua yang ada di Madinah itu mendukung Ali,



42

seperti Zubair bin Saat., Ali menolak desakan para pemberon
tak, dan menanyakan dimana -peserta. pertempuran Badaq

dimana Thalhah, Zubairdan Saad, karena merekalah yang ber

hak menentukan siapa yang berhak menjadi khalifah. Maka
muncullah tiga tokoh senior itu dan membaiat kepada ALL

dan seegaralah di ikuti oleh orang banyak, baik dari kala=-
ngan muhajirin maupun Anshar. Orang pertama §eng membaiat
Ali adalah : Thalhah bin Ubaidillah (Hunawir, 1990: 27).
Sebagai telah disebut, Ali di baiat menjadi Khalifah
di tengzah kekacauan dan kerusuhan akibat kematian: khalifah
Utsman. Keadaan ini bertambah kritis dan suasena politik
semakin eksplosif altibat tindakan Ali ( memberhentikan
semua gubernur Utsman), pembangkangan Mu'awiyah bin Abi
Sufyan, terhadap pengangkatan Ali menjadi khalifah yvang
menuntut agar segera menangkap dan mengadili para pembunuh
Utsman. Hal wyang sama juga dituntut Aisyah dan Zubair
tuntutan ini tak dapat dipenuhi oleh Ali (Suyuthi, 1994:1%)
Akhirnya situasi yang semakin eksplosif ini tak dapat di-
bendung, khalifah Ali segera mengirim utusan untuk mencari
Jjalan damai. Namun usaha ini gagal, kubu pertama yang di-
hadapi Ali adalah pasuwkan yang dipimpin oleh Aisyah,Thalhah
dan Zubair tahun 36 H yang terkenal: dengan perang Jamal.
Kemenangan berada di pihak Ali, Kemudian Ali ... menghadapi
Mu'awiyah. Kedua pasukan bertempur di Shiffin, di lembah
sungai Efrat tahun 37 H vyang:terkenal dengan perang shiffin

Perang ini dihentikan dengan diadakan tahkim (arbitrase)
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atas permintaan pihak Mu'awiyah_gﬁtuk:berdamai yang disia-
_sati oleh Amr Bin Ash, Hasil taﬂkim terseﬁut telah memben
tuk dualisme pemerintahan, yang secara sepihak mamberhenti
kan Ali dari jabatan khalifah dan mengukuhkan Mﬁ'ahiydhrmn
‘Jadi khalifah, sehingga secara "de jure" Mu'awiyah bera
da dipihek yang menang. Namun umat Islam tetap mengakui
Ali sebagai khalifah . Dua tahun kemudian Mitawiyah diprbk*
lamasikan menjadi khalifah (Suyuthi, 1994:157)

Secara garis besar model pemerintahan masa, Khulafa
al-Rasyidin.adalah merupakan kelanjutan pemerinfahan per;p
de pertama, masa Negara Madinah periode kerasulan, yéng
secara garis besar model pemerintahan itu mencakuﬁ H

Pertama, mengenai pengangkatan empat orang sahabat Nabi
ﬁerkemuka-menjadi khaliafah. Tiga cara pemilihan yang per;-
tama (Mulai Abu Bakar, Umar, Ustman), menurﬁt Ibnu Hazam,
adalah cara yang menjadi kosensus atau ijmak éahabat. K-
rena itu cara itu menjadi ijmak dan tidak boleh membuat ca
ra-carg lain., Lagi pula cara-cara tergebut leblh sesuai
dan identik dengan sistem pengangkatan kepala negara dalam
pemerintahan demPkratis._ Artinya cara pertama ‘dapat di-
identikkan dengan pemilihan kepala negara langsung oleﬁ
rakyat sekalipun prosesnya berbeda. Cara kedua identik de'
ngan éeorang kepala neggya;yané memﬁersigpgap pgnggantinya;
terlebih dahulu dengan terle?ih dahulu ia meminta pendapat
dgri orang-orang sekitarnya.. Sedangkan carauketiga.widen—

tik dengan pemilihan kepala negara oleh wakil-wakil rakyat
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sebagaimana wakil-wakil rakyat di zaman modern ini. Dengan
kata lain dalam tlga cara tersebut terdapat praktek demok
rasi.

ﬁédﬁa, Pemerintahan Khulafa al_ﬁésyidin tidak mempunyal
masa Jabatan, mereka tetap memegaﬁg.jabatan itu selama ber-
pegang kepada syari'at Islam.

Keempat, Penyelanggaraan negara Madinah masa Khulafa al=
Rasyidin tetap melaksanakan prinsip musyawarah, priusip.per
samaan bagi semua lapisan masyarakat dalam berbagai  aspek
kehidupan, primsip kebebasan berpendapat, prinsip Kkeadilan
soslal dan kesejahteraan rakyat.

Kelima, Dasar dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan
Negara Madinah adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, hasil ij-
tihad penguasa dan hasil keputusan majelis syura. Karenanya
model Negara Madinah pada periode Khulafa al-Rasyidin tidak
Jauh berbeda dengan zaman Rasulullah. PenyelenggaraanApemé
rintahan tetap didasarkan pada syari'at Islam dan kekuasaan
nya dibatasi oleh syari'at Islam. Namun kebebasan tetap di

laksanakan yaitu dalam hal melaksanakan musyawarah dan
ijtihad'mengenai masalah—masalah,yang tidak ada ketenthan—
nya dalam nas syarb!at' Dan rakyat memperoleh © kebebasan
mengkeritik pemerintah dalam rangka amar makruf nahi mung-
kar. Karenanya pemerintahan masa Khulafa al-Rasyidin dapat
dlsebut negara demokrasi yang berdasrkan syari'at Islam (Su?

yuthi, 1994.159-161)

Menurut Philip K. Hitti seorang. orientalis, Negara
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Madinaha pada periode Khulafa Al—Rasyidin disebut sebagai
periode republik Karena dalam sistem republik kepala ne-
gara. ditentukan melalui pemilihan oleh rakyat,. namun. ada
perbedaannya, jika dalam sistem republik masa jabatan kepa
la negara ditentukan, maka masa Jjabatan pada periode Khufr
lafa @l-Rasyidin jabatan tetap dipegangnya selama mereka
tundék dan patuh kepada syaritat Islam dan suksesi kepemim
pinan baru terjédi jika khalifah meningggl (Suyuthi, 1994
162).
3 Pemerlntahan Islam Pasca Khulafa al-Rasyidin
_a) Pemerintahan Dinasti Umayah (h1—152 H)
| Periode negara Madlnah berakhir setelah waftnya
‘Khaliaf Ali bin Abi Thalib. Tokoh yang naik ' ke . pang-
éung politik adalah Mu'awiyah bin Abl Sofyan, gubernur
Syam sejak zaman khalifah Umar, Mu'awiyah é&alah penb
diri dan khalifah pertama Dlnaqti Umayah tahun 661 M;/
'&1“H.(Suyuthi, 1994:162). Walaupun Mu'awiyah mengubah
‘sistem pemerintahan menJjadi "“Monarki" namun dinasti ini
tetap memakal gelar "Khalifah' Dan bahkan Mu'awiyaﬁ
menyebut dirinya sebagai “Amir'al-ﬂh'minin" ~dan statusd
jabatan Khallfah diartkan sebagai "wakil Allah“ dalam”
'memimpin umat (Teokrasi) Atas dasr ini,dinasti menya~
tgkan-bahwa akeputusanfkeputusan kal;fah didasarkan
atas ﬁerkenaﬁhAllah,-.aiapauyangfﬁenentangnya ﬁdalah
kafir (Suyuthi, 1994:167-168).’ Mu'awiyah dikenal seba-
ggi seorang politikus dan admipistrat?p;lyang ﬁandai.
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Umar bin Khattab sendiri pernah menilainya sebagal seorang

yang cakap dalam urusan politik pemerintahan, cerdas dan

jujur.
Sebagai ciri khusus dari pemerintahan Umayah yaitus
-~ Unsur pengikat bangsa lebih ditekankan pada kesatuan

politik dan ekonomi.
- Khalifah adalah jabatan sekuler yang berfungsi sebagal

pemerintahan ekseltutif.

- Kedudukan khalifah masih pengikuti tradisi kedudukare
syaikh (kepala suku) Arab, karenanya siapa saja boleh

bertemu langsung dengan khalifah.

~ Dinasti itu bersifat eklusif karena masih mengutamakan
orang-orang berdarah Arab.

- Formalitas agama tetap dipenuhi dan terkadang menampilkan
citra dirinya sebagai pejuang Islam.

- Khalifah mulai bersifat absolut dan kurang melaksanakan
musyawarah dengan mengambil bentuk monarki, merupakan
babak ke dua dari pemerintahan umat Islam (Suyuthi, 1994

171 )

b) Pemerintahan Dinasti Abbasiyah (752-1258).

Setelah pemerintahan dinasti Umayah jatuh, kekuasa-
khalifah jatuh ketangan bani Abbas, keturunan Bani Hasyim
suku Quraisy. Dinasti Abbasiyah didirikan. oleh Abu al-Ab-
bas aeorang keturunan Nabi Muhamnad SAW, Al-Abbas bin' abd
Muthalib bin Hasyim. Berdirinya dinasti Abbasiyah merupa

kan hasil perjuangan politik Abu al-Abbas yang di bantu
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oleh golongan syi'ah dan orang3orang Persi. Gerakan poli
tik ini berhasil menjatuhkan dinasti Umayah tahun 750 M.
Tahuniitu juga Abu al-Abbas diangkat sebagai khalifah di
Kufah (750-754 M). Tetapi pembina sebenarnya adalah Abi
Ja! far al-Mansur, scbagai khalifah kedua (754=775 M).(Suyu
thi, 1994:172).

5istem dan bentuk pemerintahan monarki yang diﬁelo-
pori oleh Iu'awiyah bin Abi Sufyan diteruskan oleh dinas
+i Abbasiyah dengan memakai gelar khalifah, tetapi derajat
nya lebih tinggi , karena khalifah-khalifah Abbasiyah memem
patkan diri mereka sebagai "Zhillullah fil ard" (bayangan
Allah di bumi). Pernyataan ini diperku,t oleh ucapan Abu
Ja'far al-Mansur, "sesungguhnya saya adalahsultan Allah di
bumi, Ini mengandung arti bahwa khalifah nfemperoleh keku
asaan dan kedaulatah dari Allah, bukan dari rekyat, sebab
kekuasaannya dianggap sebagai penjelmaan dari kekuasaan
Tuhan sebagai penruasa tunggal alam semesta (Suyuthi, 1994
$174).

Adapun yang menjadi siri bagi prakiex peiierintahan

Abbasiyah adalah :

- Unsur pengikat bangsa adalah agama.

- Jabatan khalifah adalah suatu jabatan yang tidak bisa
dipisahkan dari negara dan pemerintahan eksekutif diga-
bat oleh Wazir.

- Dinasti lebih menekankan kebijaksanaannya pada konsolida

si dan peningkatan pertumbuhan ekonomi,
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- Dinasti bersifat unifersal karena orang Arab dan non Areb
adalahisama, yang banvak dipengaruhi kebudayaan Persia.

- Kekuasaan khalifah yang bersifat absolut sangat menonjol.
(Suyuthi, 1994:178).

agtelah dinasti Abbasiyah runtuh total tahun 1258 M
di tangan orang-orang longol di bawah pimpinan Hulagu ,
sejak itu pula umat Islam tidak mempunyal khalifah vang
di akui oleh semua umat Islam yvang ada, hanya Kerajaan-ke-
rajaan kecil di daerah-daerah dengan gelar Sultan. Keadaan
ini berlangsung lama sampai mungulnya Kkerajaan Usmani
(Otttoman Empire) dan mengangkat khalifah barw di Istambul
Turki abad ke 16. Khalifah Turki Usmani ini juga mengamw
bil bentuk monarki, raja-raja disamping bergelar khalifah
juga bergelar Sultan (Suyuthi, 1994:178).

Disamping itu kerajaan Usmani bukan satu - satunya
yang berkuasa di dunia Islam., Masih ada kerajaan besar
lainnya yvaituy : Kerajaan Safawi di India (15911722 M) dan
Kerajaan Mughal di India (7256-1857 1M). Bengan demikian
pemerintahan bentuk monarki berlangsung dari tahun 661 M
(dinasti Umayah di Damaskus) sampai tahun 1924 1  setelah
lembaga knilafah di Turki dihapuskan (Suyuthi, 1994:179).

Setelah pertengahan abad ke 19 pemerintahan di dunia
_Islam memasuki babak baru dengan disusunnya konstitusi. per
tema di Tunis atas usaha Khayr al=Din (1810-1839 M) dan
konstitusi kedua di Turki atas usaha Namik Kemal (1840~

1885 M) pemimpin gerakan Usmani Muda,dan disetujui  oleh
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sultan Abdul Hamid sebagai konstitusi kerajaan Usmani .

ﬂengén demikian sistem monarki absolut berubah menjadi
sistem konstitusional. Langkah Tunis dan Turki ini kemu-
diap di-ikuti oleh penguasasa-penguasd Islam lainnya,
sehingga pada pertengahan abad 20 beleh dikatakan hampir
seluruh pemerintahan di dunia Islam sudah mempunyai kon-
stitusi dengan sistem dan bemtuk pemerintahan yang berbe-

da-beda (Suyuthi, 1994:180).
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